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pemberian hak mutlak (/egitime portie¥ kepada ahli waris tertentu atas sejumlah

tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah
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1. Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,
: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 9.



menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-

bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.
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3. Ibid, him. 68.

4. Darmabrata, Wahyono, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris, CV Gitama Jaya
Jakarta, . 2003, him. 41.



1. Ketentuan undang-undang atau wettelijk Erfrecht atau Ab Intestato, yaitu ahli
waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari

gan kekeluargaan ata pupgan darah dengan si
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endapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkani id
suatu surat wasiat yang ditinggg ninggal.
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5. Surani Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek, Ghalia Indoneisa,
Jakarta, 1982, him. 14.



dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak

bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat

peywaris terhadap harta
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dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva

dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.®

3. Uraian kasus.

6. J. Satrio, Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, him. 34.



Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2012 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juni 2012 dengan

. Lkas M. Hehanussa

. Ona Hehanussa

. Ade Thesen

. Buce Hehanu

. Non Hehanuss
5. Susan Oei/Tan
/. Telly Hehanussa

. Oei Tanto John

Kecamatan Sirimau Kota Ambon dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon, atas



nama Pemegang Hak Ona Hehanussa, yang terdaftar pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 1978 dengan batas-

omor : 74, tanggal 29 Juli

Wasiat ;



Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2012, Tlly Hehanussa yang juga

merupakan penerima Hibah Wasiat dari Ona Hehanussa atas bidang
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Bahwa pada kenyataannya, oleh Tergugat (Oei Ricky Willys) tanpa

memperdulikan wasiat yang diberikan serta tidak memperhintungkan hak dari

pada Pengguga ga sebaiaiéfenerima amMyasiat dimaksud, telah
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4. Putusan hakim, sebagai berikut:



a. Menyatakan Hibah Wasiat Nomor 74 oleh Ona Hehanussa tanggal 13

Desember 1997, yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, Sarjana Hukum.
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)i Menyatakan berdasarkan atas Hibah Wasiat, maka atas Sertifikat
Nomor 277 atas nama Ong

Pemegang hak, yang A

pihak-pihak yang

Johnn, Telly Hek

Sertifikat Hak

tanggal 28 Feb 2005

menurut Hukum ;
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Berdasarkan uraian di atas disebutkan, maka penulis tertarik mengambil

judul “PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEWARIS YANG TIDAK MEMPUNYAI

KETURUNAN (Studi=F A&'ggadilan legeri Ambon Nomor

keturunan berd




D. Manfaat Penelitian.

keturunan.

anfaat Praktis
Diharapkan pe

sumber informa
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Universitas Andalas Padang, tahun 2014 dengan judul “ Pendaftaran Tanah Berdasarkan



Alas Hak Hibah Di Bawah Tangan Di Kota Pekanbaru “. Permasalahan yang diteliti
adalah bagaimana proses lahirnya akta hibah di kota Pekanbaru, bagaimana proses

pendaftaran tam

kota Pekatlbag
esis atas nama Eko Hariyanti, Program Studi Magister Kenotaria

ukum oleh Pengadil:
erangka Teoritis dan Konse

erangka Teori

7 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum
Progresif, Sinar Grafika Jakarta, 2010, him. 105.



dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara,

masyarakat, dan negara. Seorang hakim dalam memutuskan suatu

ajukan ke pengadilan,
SHAS ANDAL.
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diputusnya.

2) Teori Kebijaksanaan

dijatuhkan dapat me A ensi keadilan, yaitu keadilan formil

dan keadilan substantif.



b. Teori Kepastian Hukum

cum setiap orang
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8Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak-dan Markus Y. Hage, Teori Hukum (Strategi

Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generas:) Cet. IV, Genta Publishing, Yogyakarta,
2013, him. 45.



kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam

atau dari hukum.
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dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya

hukum. Karena dengan &
kejelasan akan ha
hukum maka o
mengetahui [

oleh hukum.

yang baik dan

penerapanya. Dengan kats
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Dimana haknya akan digantikan oleh golongan Il sebagai mana yang telah

di atur dalam KUHPerdata.

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan

suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu
dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran
apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan
dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang

memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan, yaitu:

a. Keadilan menurut Aristoteles (filsuf yang termasyur) dalam

sl uaiﬁ- an menurut

o @

12Lihat http//www.ugun-guntari.blogspot.com Syakirguns, Teori Keadilan Dalam
Sepspektif Hukum Naional, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017



haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan

antara masyarakat dengan perorangan.

didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela Jatau

kum perdata,

tidak. Keadilan ini te dlnya

dalam perjanjia

b. Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam), membedakan
keadilan dalam dua kelompok, yaitu:
1) Keadilan umum (justitia generalis).

Keadilan umum adalah keadilan menururt kehendak undang-undang,

yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

2) Keadilan khusus.
Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau

proporsionalitas. Keadilan ini debedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

a) Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara
proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara
umum.

b) Keadilan komutatif (justitia cummulativa) adalah keadilan dengan
mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.

c) Keadilan vindikativ (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal
menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda



sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak
pidana yang dilakukannya.

c. Keadilan menurut Notohamld 0jo , yaltu
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14http//Arti kata keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;
definisi Pembagian diakses tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 11.00 Wib.



c. Keturunan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , menyebutkan “Ketururan adalah
anak, cucu atau generasies

. Pewaris.
Adalahfo

ruhnya atau untuk bagianfyang
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D, Art| kata keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;

definisi keturunan diakses ta'n'ggal 20 Oktober 2017, PukuI 11.00 Wib.
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adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.!® Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :0Oleh karena itu,

metode-metode sebaga

2 [enis Peneliti SIIA m
I Jeni —_ :
ddalah penelitian pustaka (library research). Yaitu data-data ya

Penelitian ini.
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20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika , Jakarta, 2009, him. 105-
106



1) Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.

. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor
79/Pdt.G/2012/PN.AB

. Peraturan Perundang
penelitian.

Bahan Hukum

¥ g— Y,
[, )

g "
dengan cara menelaah-Puttisan pengs
o ‘-l"f‘ .

o

peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
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21 Soerjono Soekanto, loc.cit.



